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ABSTRAK 
 

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, seringkali manusia 

dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau 

sengketa.  Pengadilan Agama dalam memfasilitasi masyarakat untuk mencari 

keadilan, maka Pengadilan Agama mengupayakan perdamaian melalui proses 

mediasi. Mediasi adalah penyelesaiain sengketa melalui proses perundingan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan adanya pelaksanaan mediasi yaitu 

untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian sistem mediasi 

perkara waris dan mengetahui problematika yang dihadapi mediator dalam mediasi 

perkara waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan 

(Field Research). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dengan mediator hakim dan non hakim. Sedangkan sumber data 

sekunder dalam Penelitian ini yaitu skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet 

yang berkenaan dengan Penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan mediator hakim dan mediator non 

hakim dan dokumen-dokumen yang didapat dari narasumber. Data-data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses 

mediasi di Pengadilan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan mediasi perkara waris sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam. Tahapan yang ada dalam 

pelaksanaan mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi yang dilakukan secara 

terstruktur sesuai jadwal yang dibuat oleh mediator. Namun, kesepakatan yang 

tercapai dalam proses mediasi perkara waris tidak sesuai dengan KHI, akan tetapi 

menggunakan win-win solution. Kedua, problem yang dihadapi oleh mediator 

hakim yaitu sikap keegoisan para pihak, perbedaan pola pikir dalam pembagian 

harta waris dan para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. Sedangkan 

problem yang dihadapi oleh mediator non hakim yaitu ketidak hadiran salah satu 

atau kedua belah pihak, perbedaan pola pikir kedua belah pihak terkaiit pembagian 

harta waris, para pihak tidak mengajukan resume dan para pihak tidak memiliki 

itikad baik untuk berdamai.  

Kata Kunci: Problematika mediasi, perkara waris, mediator hakim dan mediator 

non hakim.   
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ABSTRACT 
In living a life as social beings, humans are often faced with a situation that causes 

a conflict or dispute to arise. The Religious Courts in facilitating the community to 

seek justice, the Religious Courts seek peace through a mediation process. 

Mediation is the resolution of disputes through a negotiation process between the 

parties, assisted by a mediator. The purpose of the implementation of mediation is 

to reconcile the two parties by means of deliberation and consensus. The purpose 

of this research is to find out the settlement of the inheritance case mediation system 

and find out the problems faced by the mediator in the mediation of inheritance 

cases. The method used in this research is the field method (Field Research). The 

primary data sources used in this study were interviews with judges and non-judge 

mediators. While the secondary data sources in this study are theses, theses, articles, 

journals and websites on the internet related to the research conducted. Data 

collection techniques in this study are interviews with judge mediators and non-

judge mediators and documents obtained from sources. The data obtained were then 

analyzed by PERMA No. 1 of 2016 concerning the mediation process in the Courts 

and the Compilation of Islamic Law. The results obtained from this study are first, 

the implementation of inheritance case mediation in accordance with PERMA No. 

1 of 2016 and the Compilation of Islamic Law. The stages in the implementation of 

mediation are pre-mediation and the mediation process is carried out in a structured 

manner according to the schedule made by the mediator. However, the agreement 

reached in the mediation process for inheritance cases is not in accordance with 

KHI, but uses a win-win solution. Second, the problem faced by the judge mediator 

is the selfish attitude of the parties, the difference in mindset in the distribution of 

inheritance and the parties do not have the good faith to make peace. While the 

problems faced by non-judge mediators are the absence of one or both parties, the 

difference in the mindset of the two parties regarding the distribution of inheritance, 

the parties do not submit a resume and the parties do not have the good faith to 

make peace.  

Keywords: Mediation problems, inheritance cases, judge mediators and non-judge 

mediators. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, seringkali 

manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya 

suatu konflik atau sengketa.1 Hal tersebut muncul karena dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor permasalahan, diantaranya faktor internal maupun 

eksternal. Perbedaan kepentingan dan rasa egois antara pihak yang satu dengan 

yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari 

faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-

aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis 

dapat pula menyebabkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan 

keras. 

Untuk mencapai keadilan bukan hanya diperoleh dengan cara litigasi 

saja. Selain itu juga bisa melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh kedua 

belah pihak. Adanya proses mediasi di dalam peradilan formal, dimaksudkan 

agar masyarakat yang mencari keadilan dan kedua belah pihak yang 

bersengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan persoalan permasalahan 

mereka dengan cara pendekatan mesyawarah mufakat yang nantinya dibantu 

oleh pihak yang netral yaitu mediator yang bertugas memberikan bantuan 

 
1 Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di 

Pengadilan,” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1, 

https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174.hlm.2 
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prosedural dan subtansial.2 pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban 

manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara saling 

berhadapan menghasilkan suatu keputusan yang belum mampu merangkul 

kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, 

dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan 

merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan 

suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses 

penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif 

lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara 

para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat 

diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat 

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk 

proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative 

Dispute Resolution (ADR).3 

 
2 Rizqi Amaliyyah, “Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di 

Pengadilan Agama Semarang” 8, no. April (2021): 6.hlm.72-73 
3 R. Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan 

Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, no. 2 (2013): 9080.hlm.218 
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Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian 

formal. Hal ini terkadang menimbulkan masalah baru, jika putusan hakim 

tersebut dipandang pihak yang kalah malah lebih menyakiti sehingga sengketa 

tersebut tidak pernah bisa terselesaikan dengan hasil yang dapat diterima 

dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.4 

Bentuk penyelesaian sengketa alternatif sudah di kenal di negara maju 

yang disebut dengan mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan 

maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka 

pihak yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama 

yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa.5 

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi, hal ini memiliki dua 

jenis yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar 

pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif pernyelesaian sengketa6 dan mediasi yang dilakukan 

di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan.7 Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada 

saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini 

 
4 dwi rezki sri Astarini, Mediasi Pengadilan (bandung: P.T Alumni, 2020).hlm.6 
5 B Setiawan Cahya, L Istiqomah, and D Ochtorina Susanti, “Mediasi Sebagai Salah Satu 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,” Artikel Ilmiah 

Hasil Penelitian Mahasiswa, 2014.hlm.2 
6 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA and DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa,” UU No 30 1999, 1999, 41–51. 
7 SEPTI WULAN SARI, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2017): 1–16, 

https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16.hlm.5-6 
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disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan 

masyarakat secara umum.8 

Salah satu sengketa yang cara penyelesaiannya menggunakan cara 

mediasi yaitu sengketa kewarisan. Sengketa ini biasanya terjadi di masyarakat 

umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang 

tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta 

warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu 

ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya 

benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian 

warisan dengan motif tertentu.9 

Penelitian ini difokuskan pada problematika yang terjadi dalam mediasi 

perkara waris. Mediasi merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian 

sengketa non litigasi. Maka peneliti mencari tahu cara efektif dalam 

menyelesaikan sengketa waris dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) atau menggunakan metode win win solution. Dengan dibatasinya 

perkara waris yang ingin diteliti oleh peneliti diharapkan bisa memaksimalkan 

dan memfokuskan secara mendetail tentang satu perkara saja. Maka dari itu 

penulis ingin meneliti penelitian tersebut dengan judul “Problematika Mediasi 

Perkara Waris Oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Semarang Dan Non 

 
8 Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreini Atmei Lubis, “JUNCTO: Jurnal 

Ilmiah Hukum Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Influence Of Mediation in 

Warister Dispute Settlement” 3, no. 1 (2021): 12–22, 

https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471.hlm.15 
9 Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum 

Keluarga Islam 9, no. 1 (2017): 67, https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105.hlm.68 
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Hakim Pengadilan Agama Purwodadi” yang mana judul tersebut sesuai dengan 

latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan bisa menemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan 

dan juga bisa menemukan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut: 

1.2.1.  Bagaimana penyelesaian sistem mediasi dalam perkara waris? 

1.2.2.  Apa saja problematika yang dihadapi mediator dalam mediasi perkara 

waris? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan penelitian 

1.3.1.1. Mengetahui penyelesaian sistem mediasi perkara waris. 

1.3.1.2. Mengetahui problematika yang dihadapi mediator dalam 

mediasi perkara waris. 

1.3.2.  Manfaat  Penelitian  

Sebagai peneliti, penulis mengharapkan penelitian dan tulisannya 

bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan manfaat secara akademis 

maupun praktis seperti dijelaskan dibawah: 

1.3.2.1 Dilihat secara akademis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan 

pembelajaran yang baru tentang penerapan mediasi yang telah 

ditetapkan saat ini jika kita hendak mengajukan perkara ke 



6 
 

Pengadilan Agama. Mengetahui apa saja problematika serta 

solusi yang dialami ketika penyelesaian perkara waris.  

1.3.2.2 Dilihat secara praktis  

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menjadi 

masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat 

menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4. Tinjauan Pustaka 

Adanya suatu tinjauan pustaka dalam penulisan penelitian ini karena 

dalam sebuah penelitian biasanya merujuk pada penelitian-penelitian yang 

sudah ada. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (literature 

review) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali 

berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh seorang peneliti lain 

sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Dalam rangkaian proses penelitian, 

baik sebelum, ketika atau setelah melakukan penelitian, peneliti biasanya 

diminta untuk menyusun tinjauan pustaka.10 Oleh karena itu, maka sangat perlu 

bagi penulis untuk menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki 

kesamaan atau kemiripan dengan penelitian penulis yang berjudul 

“Problematika Mediasi Perkara Waris Oleh Mediator Hakim    Pengadilan 

Agama Semarang Dan Non Hakim Pengadilan Agama Purwodadi”. Terdapat 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

 
10 Titien Diah Soelistyarini, “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian 

Dan Penulisan Ilmiah,” Universitas Airlangga, 2013, 1–6. 
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Pertama, Jurnal yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/Pa.Yk”11 yang ditulis oleh Rini 

Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil 

dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: Pertama, secara garis besar 

proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. 

G/2013/PA.Yk telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Hanya 

saja perpanjangan waktu untuk menempuh mediasi bertentangan dengan pasal 

13 ayat (4). Kedua, dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 

181/Pdt. G/2013/PA.Yk proses mediasi dilakukan dengan takharruj atau 

tasaluh berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu 

pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai permasalahan yang ada dalam mediasi perkara waris. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu 

penelitian di atas menggunakan studi putusan perkara yang ada di Pengadilan 

Agama Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode interview 

dengan mediator yang pernah menangani mediasi perkara waris. 

Kedua, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian 

Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Perspektif Hukum 

 
11 Ilham and Suhasti, “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi 

Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk.”hlm.67 
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Islam (Studi Kasus 2017-2018)”12 yang ditulis oleh Agustiaman 

(NIM:10100115053) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil 

dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: pertama, banyak faktor yang 

dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian 

banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan 

lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi 

para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu 

ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada 

rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak 

yang berperkara. Kedua, Efektivitas penyelesaian sengketa waris melalui 

mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dari segi hasil masih tidak 

efektif dikarenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi yang 

menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika 

melihat pada hasil maka; mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabilah 

gagal berarti mediasi tidak efektif, namun dari segi prosedur, apabila mediasi 

telah dijalankan oleh pengadilan maka mediasi pun dikatakan efektif. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai permasalahan yang ada dalam mediasi perkara waris. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu 

penelitian di atas fokusnya adalah mengetaui sejauh mana efektivitas mediasi 

dalam menyelesaikan sengketa perdata terhadap para pihak dan untuk 

 
12 Agustiaman, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

WARIS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS 1A PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 

45, no. 45 (2019): 95–98.hlm.1 
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mengetahui Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar. 

Sedangkan penelitian ini fokus untuk mencari problematika yang terjadi ketika 

proses mediasi perkara waris. 

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Oleh Kantor Agraria 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali Dalam 

Penyelesaian Sengketa Waris” yang ditulis oleh Ratna Sari Pratiwi, Nanik 

Sutarni dan M. Fauzan Hidayat dari Universitas Boyolali. Hasil dari penelitian 

ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: Kendala pertama yang dihadapi dalam 

proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Boyolali yaitu Ketidakhadiran 

dari pihak Teradu, dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan 

kehadirannya dari pihak Teradu; Kendala kedua yaitu dalam beberapa kasus 

sengketa waris keberadaan dari pihak Teradu tidak diketahui keberadaannya. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas mengenai permasalahan yang ada dalam mediasi perkara waris. 

 

1.5. Metode Penelitian  

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik 

praktis maupun teoritis.13 Hakikat Metode penelitian merupakan cara ilmiah 

 
13 Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,” 

2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.hlm.5 
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untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan 

sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 Maka dari itu 

komponen yang diperlukan dalam metode penelitian ada sebagai berikut: 

1.5.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.15 Menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini 

melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik 

dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-

tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna 

data.  

Sesuai dengan deskripsi yang tertera di atas, maka jenis penelitian 

ini menggunakan metode lapangan (field research). Penelitian lapangan 

mengharuskan kita untuk terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

 
14 Hardani et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu, 

2015.hlm.242 
15 Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” Andragogi: Jurnal Diklat Teknis 

Pendidikan Dan Keagamaan 7, no. 2 (December 2019): 181–98, 

https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93. 
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1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

1.5.2.1.Tempat Penelitian 

Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purwodadi 

adalah tempat penelitian yang peneliti ambil untuk memenuhi 

kebutuhan data wawancara terhadap mediator hakim PA 

Semrang dan mediator non hakim PA Purwodadi.  

1.5.2.2.Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang peneliti lakukan yaitu di mulai setelah 

sidang proposal skripsi pada tanggal 15 Desember 2021 sampai 

tanggal 20 Agustus 2022. 

1.5.3 Sumber Data Penelitian  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1.5.2.1. Sumber Data Primer  

 Menurut KBBI Data primer adalah data yang diperoleh 

seorang peneliti langsung pada obyeknya.16 Dalam penelitian 

ini, yang menjadi sumber data primer problematika mediasi 

perkara waris yaitu hasil wawancara mediator hakim dan non 

hakim.  

1.5.2.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyek 

 
16 Kemendikbud, “KBBI,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri. Diakses pada 5 

Agustus 2022 Pukul 14.27. 
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penelitiannya. Dalam kata lain data sekunder dapat diperoleh 

dari sumber-sumber lain baik dalam bentuk lisan maupun 

tulisan.17 Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek sekunder 

yaitu skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

1.5.4 Metode Pengumpulan data  

1.5.3.1. Wawancara  

Wawancara adalah interaksi atau komunikasi antara dua 

orang untuk mengumpulkan suatu informasi dengan cara tanya 

jawab. Pada dasarnya wawancara merupakan suatu kegiatan 

untuk menggali informasi kepada narasumber atau seorang 

informan.18 

Dalam Penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan mediator hakim di PA Semarang dan mediator non hakim 

yang ada di PA Purwodadi. Pada dasarnya informan yang dipilih 

sangat sesuai dengan obyek penelitian ini. 

1.5.3.2. Dokumen  

Selain menggunakan metode wawancara, dokumen juga 

dapat digunakan untuk menggali suatu informasi dalam 

Penelitian. Dokumen dapat berupa catatan seorang tokoh, arsip-

 
17 Kemendikbud. Diakses pd tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.35. 
18 Modern Bamboo Structures, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 

n.d.hlm.2. 
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arsip atau karya tulis ilmiah.19 Untuk memperoleh data yang 

sesuai dengan penelitian ini, penulis mengambil data arsip dari 

PA Semarang, PERMA No 1 Tahun 2016 serta karya tulis ilmiah 

terdahulu yang memiliki kesamaan dengan Penelitian ini.  

 

1.5.5 Metode Analisis Data  

Dalam sebuah penelitian, sangat penting adanya analisis data. 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah 

proses pengumpulan data selesai dilakukan. Menganalisis data sangat 

penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan suatu data mentah 

tidak akan menjadi berarti tanpa adanya analisis data yang menghasilkan 

suatu kesimpulan.20 Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:21 

1. Mencatat sumber-sumber data yang diperoleh dari subyek penelitian 

selama proses penelitian. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh 

dari beberapa moderator hakim dan nonhkim.  

2. Mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian memilah data 

yang sekiranya penting dan berhubungan dengan penelitian.  

3. Membuat kesimpulan dari data-data yang telah diseleksi sebagai hsil 

dari penelitian yang telah dilakukan.  

 
19 Structures.hlm.3.  
20 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

vol. 1, 2014.hlm.169. 
21 Nugrahani.hlm.171. 
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1.6. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah-istilah yang sering muncul dalam penelitian ini yaitu: 

1. Problematika Mediasi  

Yang dimaksud problematika mediasi disini yaitu penulis 

mengemukakan problem atau masalah yang dihadapi oleh seorang 

mediator baik hakim maupun non hakim dalam menangani perkara waris 

yang telah masuk dalam persidangan.  

2. Perkara Waris 

Kata-kata perkara waris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

suatu perkara waris yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama sebagai 

suatu sengketa atau perkara. Mediasi perkara waris dalam penelitian ini 

dibantu oleh mediator hakim dan mediator non hakim  

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam Penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa 

bab yang menjelaskan pokok pembahasan yang berbeda-beda. Penjelasan 

dalam setiap bab akan penulis rinci sebgai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, istilah-istilah penting yang 

ada dalam penelitian dan dilanjut dengan sistematika kepenulisan.  
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BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROBLEMATIKA MEDIASI 

PERKARA WARIS 

Dalam bab II berisi tentang pengertian mediasi dan mediator, landasan 

hukum mediasi, prosedur pelaksanaan mediasi, pengertian waris, pengaturan 

hukum warisan dalam KUHPerdata, obyek warisan, ahli waris dan sebab-sebab 

adanya warisan.  

BAB III MEDIASI PERKARA WARIS OLEH MEDIATOR HAKIM PA 

SEMARANG DAN MEDIATOR NON HAKIM PA PURWODADI 

Dalam bab III berisi tentang profil mediator hakim dan non hakim, proses 

atau tata cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, mediasi perkara waris 

oleh mediator hakim dan mediator non hakim.   

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA MEDIASI PERKARA WARIS 

OLEH MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN 

MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI 

Dalam bab IV berisi tentang analisis penulis terhadap data yang 

didapatkan pada saat penelitian dengan masalah-masalah yang ada dalam 

proses mediasi.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan dari Penelitian yang telah 

dilakukan serta terdapat kata-kata penutup dari penulis.  
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TENTANG PROBLEMATIKA MEDIASI 

PERKARA WARIS 
 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Mediasi 

2.1.1 Pengertian Mediasi 

Mediasi secara etimologi yakni kata mediasi diambil dari bahasa 

Latin, mediare yang berarti berada di tengah.22 Makna tersebut 

menunjukan arti peran seorang mediator selaku pihak ketiga dalam 

menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. 

Sedangkan pengertian mediasi secara terminologi dapat diambil 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaiain sengketa 

melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator 

(Pasal 1 butir 6).23 Pengertian mediasi ini menunjukan bahwa aspek 

penting yang harus ada dalam mediasi yaitu keaktifan mediator dalam 

mencari berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa. 

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang di 

maksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan 

dibantu oleh Mediator.24 Mediasi yang dimaksudkan dalam PERMA 

 
22 Prof. DR. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum 

Nasional, 1st ed. (Jakarta: kencana prenada media group, 2009).hlm.1-2 
23 Abbas.hlm. 8 
24 Ketua Mahkamah and Agung Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan,” 2016, 1–30.BAB I Pasal 1 hlm.3. 
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No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi merupakan suatu proses 

informal yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa untuk 

merundingkan atau mendiskusikan masalah mereka secara pribadi 

dengan dibantu oleh pihak ketiga yang berkedudukan netral.25 

 

2.1.2 Landasan Hukum Mediasi 

Adapun landasan hukum mediasi ada 3 yaitu:26 

2.1.2.1. Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam beberapa suratnya 

mengenai mediasi yaitu: 

Qs. Al hujarat(49): 9-10  

 بَ غَتْ  
ْۢ

نَ هُمَاۚ فاَِنْ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ اقْ تَ تَ لُوْا فاََصْلِحُوْا بَ ي ْ فَتٰن وَاِنْ طاَۤىِٕ
ءَ اِلٰنى امَْرِ   ىهُمَا عَلَى الُْْخْرنى فَ قَاتلُِوا الَّتِِْ تَ بْغِيْ حَتّنٰ تَفِيْۤ اِحْدن

نَ هُمَا بِِلْعَ  بُّ  اللّنِٰ ۖفاَِنْ فاَۤءَتْ فاََصْلِحُوْا بَ ي ْ َ يُُِ دْلِ وَاقَْسِطوُْا اِۗنَّ اللّنٰ
  َ اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بَيَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللّنٰ الْمُقْسِطِيَْْ انََّّ

 ࣖلَعَلَّكُمْ تُ رْحََوُْنَ  
Terjemah Kemenag 2019 

9.  Jika ada dua golongan orang-orang mukmin 

bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu 

dari keduanya berbuat aniaya terhadap 

(golongan) yang lain, perangilah (golongan) 

yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu 

kembali kepada perintah Allah. Jika golongan 

itu telah kembali (kepada perintah Allah), 

damaikanlah keduanya dengan adil. 

 
25 Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008,” Jurnal Al-Qadāu 2, 

no. 1 (2015): 76–93, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-

qadau/article/view/2635/2486.hlm.78. 
26 Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar, “Hambatan Mediator Dalam 

Mediasi Perkara Waris ( Studi Kasus Mahkamah Syar ’ Iyah Banda Aceh Kelas I -A ),” Hukum 

Islam, no. 1 (2016): 24–41.hlm.26-27. 



18 
 

Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bersikap adil.  

10.  Sesungguhnya orang-orang mukmin itu 

bersaudara, karena itu damaikanlah kedua 

saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S. Ah-

Hujarat:9-10) 

 

Qs. An nisa (4): 35 

اهَْلِه نْ  مِٰ حَكَمًا  فاَبْ عَثُ وْا  بَ يْنِهِمَا  شِقَاقَ  خِفْتُمْ  نْ    ٖ  وَاِنْ  مِٰ وَحَكَمًا 
َ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْْاً  نَ هُمَا ۗ اِنَّ اللّنٰ ُ بَ ي ْ  اهَْلِهَا ۚ اِنْ يُّريِْدَآ اِصْلََحًا ي ُّوَفِٰقِ اللّنٰ
Terjemah Kemenag 2019 

35.  Jika kamu (para wali) khawatir terjadi 

persengketaan di antara keduanya, utuslah 

seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 

seorang juru damai dari keluarga perempuan. 

Jika keduanya bermaksud melakukan islah 

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik 

kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. An-nisa:35) 

 

Landasan hukum tentang mediasi dari dalil Al-qur’an yang  

diambil dari surat Al-hujarat ayat 9-10 dan An-nisa 35. Ketiga 

ayat tersebut menerangkan bahwa ketika ada suatu pertikaian 

maka damaikanlah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari 

mediasi yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa. 

2.1.2.2. Hadist  

ثَ نَا  ثَ نَا أبَوُ عَامِرٍّ الْعَقَدِيُّ حَدَّ لُ حَدَّ لََّ سَنُ بْنُ عَلِيٍّ الَْْ ثَ نَا الَْْ حَدَّ
هِ  كَثِيُْ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍّ الْمُزَنُِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِٰ

ُ عَلَ أَنَّ رَسُولَ   لْحُ جَائِزٌ بَيَْْ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّ
الْمُسْلِمِيَْ إِلَّْ صُلْحًا حَرَّمَ حَلََلًْ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ 

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّْ شَرْطاً حَرَّمَ حَلََلًْ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أبَوُ 
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عِيسَى هَذَا     

Artinya : Hasan bin Ali Al-Khallal 

menceritakan kepada kami, Abu Amir Al-
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Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin 

Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani 

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari 

kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersada, 

“Perdamaian antara kaum muslimin adalah 

boleh, kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram. Kaum muslimin harus 

melaksanakan syarat-syarat yang mereka 

tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan 

yang halal atau menghalalkan hal yang haram”. 

(Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi)27 

 

2.1.2.3. Landasan Yuridis Normatif:  

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis, di 

dalamnya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa ialah 

musyawarah mufakat.  

2. Pasal 1320 dan 1851-1864 BW  

3. Pasal 130 HIR/154 RBg  

4. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Pengadilan Agama termaktub pada Pasal 65, 

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 

dan KHI Pasal 115, 143 Ayat (1) dan 144.  

5. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan 

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 

(Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).  

 
27 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan At-Tirmizi,” in 1 Jilid 2 (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2006).hlm.110. 
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6. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan.  

7. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA inilah yang 

dijadikan pedoman hakim dalam menyelesaikan proses 

mediasi pada Pengadilan Agama. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Mediasi di Pengadilan 

Dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama, seorang 

mediator dan pihak yang berperkara harus mengetahui prinsip-prinsip 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan 

prinsip atau filosofi dasar dalam mediasi yaitu kerangka kerja yang 

harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam melaksanakan mediasi, 

mediator tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya 

institusi mediasi.28 Terdapat lima prinsip dalam pelaksanaan mediasi 

yaitu:29 

1. Kerahasiaan (confidentiality) 

Maksud dari kata-kata kerahasiaan disini adalah bahwa segala 

sesuatu yang terjadi selama pertemuan yang diadakan oleh pihak 

mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh diberitahukan 

 
28 Tomi Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama,” 

Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2 (2017), 

https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034.hlm.155. 
29 Saladin.hlm.155-156. 
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kepada public atau pers oleh masing-masing pihak (para pihak yang 

berperkara dan mediator).30 

Seorang mediator tidak boleh menjadi saksi dalam pengadilan 

pada kasus yang sedang ditangani. Masing-masing pihak juga harus 

menjaga kerahasiaan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini 

bertujuan agar para pihak dapat menyampaikan masalah yang 

mereka perkarakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

2. Sukarela (volunteer) 

Dalam KBBI, kata sukarela berarti atas kehendak sendiri.31 

Prinsip ini dibangun berdasarkan pada keyakinan bahwa seseorang 

akan bekerja sama dengan baik untuk menemukan jalan keluar dari 

persengketaan yang sedang mereka hadapi apabila mereka datang ke 

tempat pertemuan mereka atas kemauan mereka sendiri. Jadi 

masing-masing pihak datang ke tempat pertemuan mereka atas dasar 

rasa sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.32  

3. Pemberdayaan (empowerment) 

Prinsip ini dibangun atas dasar asumsi bahwa seseorang yang 

berkeinginan datang ke tempat mediasi sebenarnya memiliki 

kemampuan untuk bernegosiasi dan dapat mencapai kesepakatan 

yang mereka inginkan. Hal ini dapat disimpulkan jika setiap solusi 

atau jalur penyelesaian masalah sebaiknya tidak dipaksakan dari 

 
30 Saladin.hlm.155. 
31 Kemendikbud, “KBBI.” Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 21.36. 
32 Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 

Agama.”hlm.155. 
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pihak luar melainkan dari kedua belah pihak yang bersengketa. 

Dalam menyelesaian sengketa harus didasari dari keinginan masing-

masing pihak yang bersengketa. Hal tersebut lebih memungkinkan 

para pihak untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya 

sendiri.33  

4. Netralitas (neutrality) 

Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa peran seorang mediator 

hanya sebagai fasilitas dari proses mediasi. Seorang mediator hanya 

mengontrol jalannya pelaksanaan mediasi. Dalam pelaksanaan 

mediasi, seorang mediator bertindak sebagai pihak netral, bukan 

sebagai hakim ataupun juri. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan 

dalam PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 14 yang menjelaskan tentang 

tugas mediator.34 

5. Solusi yang unik (a unique solution) 

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa solusi yang dihasilkan 

dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan hukum atau standar 

legal yang berlaku, namun dapat dihasilkan dari proses kreativitas 

kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil mediasi lebih banyak 

mengikuti keinginan dari kedua belah pihak yang bersengketa.35 

 

 
33 Saladin.hlm.155. 
34 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.”hlm.12. 
35 Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 

Agama.”hlm.155. 
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2.1.4 Pelaksanaan Mediasi 

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap 

perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, prosedur mediasi 

dibagi menjadi dua prosedur yaitu Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. 

Pra-Mediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, 

antara lain yaitu penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan 

beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, 

dan pemanggilan para pihak. Proses mediasi yaitu tahapan dimana 

mediator mulai melaksanakan proses mediasi dengan ruang lingkup 

yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Proses 

mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, 

pertemuan mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), penyerahan 

resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat hingga 

kesepakatan-kesepakatan mediasi.36 

Dalam beracara di Peradilan Agama, mediasi adalah salah satu 

prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa 

manakala kedua belah pihak memenuhi panggilan Pengadilan (hadir 

dalam persidangan), sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Demikian itu 

 
36 Arif Awaludin Teguh Anindito, Aris Priyadi, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas,” Cakrawala 

Hukum 12, no. 1 (2022): 95–110.hlm.26-27 
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tentu menimbulkan konsekuensi yang digariskan pada Pasal 3 Ayat (3) 

dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang bunyinya sebagai berikut:37 

“Bahwa apabila tidak ditempuh mediasi 

sedangkan kedua belah pihak hadir dan para pihak 

mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, maka 

hakim dengan putusan sela memerintahkan hakim pada 

pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses 

mediasi.” 

 

Prosedur mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan dalam pelaksanaan 

mediasi diawali dengan pendaftaran perkara penggugat atau pemohon 

kepada kepaniteraan pengadilan.38 Selanjutnya panitera akan 

memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama dan 

diteruskan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk 

menyelesaikan perkara yang didaftarakan. Pada umumnya pada hari 

pertama sidang, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses 

mediasi. Hakim juga menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada 

para pihak baik secara lisan maupun tulisan dan diakhiri dengan 

penandatanganan para pihak sebagai persetujuan.  Hal ini sesuai dengan 

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 17 Ayat 1, 6 dan 7.39  

Selanjutnya para pihak memilih mediator yang akan membantu 

proses mediasi. Waktu yang diperlukan untuk memilih mediasi yakni 

 
37 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.”hlm.5. 
38 SARI, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.”hlm.9 
39 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.”hlm.13. 
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hari itu juga atau selambatnya 2 hari setelah sidang.40 Kemudian akan 

ditunjuk mediator oleh ketua majelis hakim melalui surat penetapan 

pemilihan mediator. 

Para pihak yang bersengketa akan didaftarkan di sekretariat 

mediasi dan dikenai biaya jasa sesuai dengan kesepakatan. Para pihak 

akan bertemu dengan mediator pada hari itu juga. Proses mediasi 

dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjangn 30 hari lagi.41  

Dalam proses mediasi, seorang mediator yang ditunjuk 

menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. Apabila proses 

mediasi dilaksanakan di gedung pengadilan, maka mediator akan 

melakukan panggilan melalui juru sita atau juru sita penganti.42 Para 

pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung baik dengan 

kuasa hukum ataupun sendiri. Apabila salah satu pihak tidak hadir 

sebanyak dua kali dalam proses mediasi tanpa adanya alasan yang sah 

setelah dipanggil untuk melaksanakan mediasi maka pihak yang tidak 

hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila 

yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat. 

Mediasi dapat dinyatakan berhasil maupun tidak berhasil. 

Mediasi dinyatakan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua 

belah pihak yang berperkara. Kesepakatan para pihak dituangkan 

dalamaa bentuk tulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan 

 
40 Mahkamah and Republik. Pasal 20 ayat 1.hlm.16. 
41 Mahkamah and Republik. Pasal 24 ayat 2.hlm.19. 
42 SARI, “Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.”hlm.11. 
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mediator. Selanjutnya perkara ditutup atau dicabut. Mediasi dinyatakan 

tidak berhasil apabila tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah 

pihak sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya 

persidangan dilanjutkan dengan tetap mengupayakan perdamaian 

disetiap persidangannya.43 

 

2.1.5 Pengertian Mediator 

Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat seorang ahli hukum atau 

tokoh masyarakat yang membantu berjalannya pelaksanaan mediasi. 

Orang yang membantu proses berjalannya mediasi disebut mediator. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa 

mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses perundingan atau negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 

memaksakan sebuah penyelesaian.44 

Mediator yang dimaksud dalam PERMA diatas yaitu mediator 

yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas 

di Pengadilan bisa berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator 

diluar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan 

tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat 

 
43 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.” Pasal 32.hlm.24. 
44 Mahkamah and Republik.hlm.3. 
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keputusan (SK) dari ketua pengadilan.45Mediator non-hakim adalah 

mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan, selain 

itu mediator non-hakim harus memiliki sertifikat dan mendapat surat 

keputusan (SK) dari ketua Pengadilan. 

 

2.1.6 Peran dan Fungsi Mediator 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator memiliki peran 

dan fungsi yang harus dijalankan. Peran dan fungsi merupakan suatu 

kesatuan yang tidak dapat diartikan satu persatu. Istilah peran dan 

fungsi yang digunakan untuk mendeskripsikan kerja, tugas dan 

kedudukan seorang mediator di dalam proses mediasi. Peran terlemah 

seorang mediator dalam menangani proses mediasi yaitu:46 

1. Sebagai penyelenggara pertemuan. 

2. Sebagai pemimpin diskusi. 

3. Sebagai penjaga aturan diskusi atau perundingan yang sedang 

berlangsung agar tertib.  

4. Pihak penengah disaat kedua pihak sedang emosi atau marah.  

5. Sebagai pendorong pihak perundingan yang kurang mampu untuk 

menyampaikan pendapatnya.  

 
45 Karmuji, “PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PERDATA,” no. 2 (2014): 2–4.hlm.43. 
46 Agustiaman, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

WARIS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS 1A PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM.”hlm.18-19. 
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Sedangkan seorang mediator berada pada peran yang kuat dalam 

proses mediasi yaitu ketika seorang mediator melakukan tugasnya 

sebagai berikut:  

1. Mempersiapkan dan membuat kesimpulan atau catatan hasil 

diskusi.  

2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari kedua belah pihak.  

3. Membantu memberikan pengertian kepada para pihak bahwa 

perselisihan atau sengketa bukanlah hal yang baik dan harus segera 

diselesaikan.  

4. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaikan yang baik.  

5. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif penyelesaian 

masalah yang terbaik.  

Fungsi mediator dalam sebuah proses mediasi adalah untuk 

mendidik atau memberi wawasan kepada kedua belah pihak agar tidak 

bersikap kompetitif dalam pelaksanaannya.47 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris 

2.2.1 Pengertian Waris   

Waris secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang 

kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan 

secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang 

 
47 Agustiaman.hlm.20. 
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ditinggalkan berupa harta yang bergerak (uang), harta tidak bergerak 

(tanah), atau apa saja yang berupa hak-hak legal secara syar’i.48 

 

2.2.2 Pengaturan Hukum Warisan dalam KUHPerdata  

Buku ke II KUHPerdata mengatur secara khusus tentang hukum 

warisan. Hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum harta 

kekayaan yang terdiri dari aturan hukum benda dan hukum perikatan.49 

Dalam pasal 528 KUHPerdata, hak mewaris dipandang sebagai hak 

kebendaan atas hak kekayaan dari orang yang meninggal dunia.  Selain 

itu dalam pasal 584 KUHPerdata menyebutkan bawa hak waris 

merupakan salah satu cara perolehan hak milik, sedangkan cara-cara 

untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUHPerdata. Itulah 

mengapa hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata.  

Dalam KUHPerdata, terdapat dua cara untuk memperoleh harta 

warisan yaitu:50 

1. Sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-

undang. 

2. Karena wasiat seorang pewaris yang menyebutkan nama-nama 

orang yang ingin diberi wasiat.  

 
48 TINUK DWI CAHYANI, HUKUM WARIS DALAM ISLAM (MALANG: 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, 2018).hlm.9. 
49 Djaja S. Meliana, Hukum Warid Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(bandung: Nuansa Aulia, 2018). hlm.1. 
50 Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5, no. 2 (2018): 147–60, 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.hlm.156. 
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Dalam KUHPerdata terdapat aturan mengenai sistem pewarisan. 

Setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan 

mendapatkannya sesuai dengan bagiannya. Inilah yang disebut dengan 

sistem individual bilateral. 

Dalam hukum waris, terdapat beberapa asas yang diterapkan 

diantaranya yaitu:51 

1. Asas le mort saisit le vif 

Asas ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah meninggal 

dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada 

ahli warisnya. Jadi tidak diperlukan adanya bukti penyerahan atau 

pengaturan hukum lainnya. 

2. Asas Individual  

Asas ini mengandung arti bahwa yang disebut sebagai ahli 

waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris bukan pula 

kelompok suku atau keluarga. Hal ini termuat dalam KUHPerdata 

Pasal 852 jo dan Pasal 852 a.52 

3. Asas Bilateral  

Asas Bilateral yaitu asas yang menjelaskan bahwa seseorang 

tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi dari ibunya juga. 

Begitu juga seorang saudara laki-laki dapat mewarisi dari saudara 

laki-laki dan perempuannya baik saudara kandung maupun saudara 

 
51 Djaja S. Meliana, Hukum Warid Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.hlm.3-

4. 
52 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata),” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.hlm.158. 
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tiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856 dan 

Pasal 857 KUHPerdata.53 

4. Asas Penderajatan  

Asas ini mengatur bahwa seseorang yang derajatnya lebih 

dekat dengan pewaris akan menutup peluang ahli waris yang lebih 

jauh derajatnya. Maka dari itu, untuk mempermudah perhitungan 

waris dibuatlah penggolongan ahli waris. Hal ini termuat dalam 

Pasal 832 ayat 1 KUHPerdata.54 

5. Asas Kematian  

Asas ini menjelaskan bahwa pewarisan hanya akan terjadi 

bila ada kematian. Hal ini termuat dalam Pasal 830 KUHPerdata.55 

 

2.2.3 Ahli Waris yang Berhak Atas Harta Warisan 

Harta warisan akan berpindah kepemilikan kepada orang yang 

berhak memilikinya. Istilah mengenai ini sering disebut sebagai ahli 

waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli 

waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli 

waris yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh 

berdasarkan urutan atau nasabnya.56  

 
53 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio.hlm.157-159. 
54 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio.hlm.155. 
55 Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio.hlm.154. 
56 Khisni, Hukum Waris Islam (Semarang: Unissula Press, 2017).hlm.9. 
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Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta 

waris dijabarkan sebagai berikut:57 

1. Seorang ayah mendapatkan bagian 1/3. Hal ini berlaku apabila 

pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan. Apabila pewaris 

meninggalkan anak atau keturunan, maka bagiannya adalah 1/6. 

Penjelasan ini telah diatur dalam Pasal 177 KHI yang berbunyi: 

“Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam 

bagian”.58 

2. Seorang ibu akan mendapatkan 1/6 bagian dari pewaris apabila 

pewaris memiliki anak atau keturunan atau memiliki dua orang 

atau lebih saudara kandung baik sekandung ayah ataupun ibu. 

Apabila tidak memiliki keturunan atau pewaris meninggalkan satu 

orang saudara sekandung maka bagiannya adalah 1/3. Demikian 

dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) “Ibu mendapat 

seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila 

tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia 

mendapat sepertiga bagian”. Dalam ayat (2) dinyatakan “Ibu 

mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda 

atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.59 

 
57 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Mahkamah Agung 

7, no. 2 (2001): 121–72. 
58 Mahkamah Agung Republik Indonesia. KHI BAB III Besarnya Bagian Pasal 177.hlm.42. 
59 Mahkamah Agung Republik Indonesia. KHI BAB III Besarnya Bagian Pasal 178.hlm.42. 
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3. Seorang duda mendapatkan 1/4 bagian apabila pewaris 

meninggalkan anak dan akan mendapatkan 1/2 apabila tidak 

meninggalkan anak atau keturunan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 

179 KHI “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka 

duda mendapatkan seperempat bagian”. 

4. Seorang janda akan mendapatkan 1/8 bagian dari pewaris apabila 

pewaris meninggalkan anak atau keturunan. Apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak atau keturunan, maka akan mendapat bagain 

1/4. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “Janda mendapat 

seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila 

pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan 

bagian”.60 

5. Seorang anak perempuan akan mendapatan 1/2 bagian. Dua orang 

atau lebih anak perempuan akan mendapatkan 2/3 bagian. Hal ini 

berlaku bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-

laki. Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah 2:1 (dua berbanding satu dengan anak 

perempuan). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “anak 

perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 

 
60 Mahkamah Agung Republik Indonesia. KHI BAB III Besarnya Bagian Pasal 179-

180.hlm.42 
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bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak 

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu 

dengan anak perempuan”.61 

6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, 

seayah, seibu) mendapat 1/6 bagian. Apabila terdapat dua orang 

atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) maka akan 

mendapatkan 1/3 bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) 

mewaris bersama ibu pewaris.62 Hal ini dinyatakan dalam Pasal 181 

KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, 

maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu 

makamasing- masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu 

dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 

sepertiga bagian”. 

7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) akan 

mendapatkan 1/2 bagian. Jika dua orang atau lebih saudara 

perempuan sekandung atau seayah mendapat 2/3 bagian. Hal ini 

berlaku jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama 

ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari 

saudara laki-laki. Demikan dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila 

seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka 

 
61 Mahkamah Agung Republik Indonesia.hlm.41. 
62 Khisni, Hukum Waris Islam.hlm.13-14. 
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ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut 

bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 

dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua 

pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 

dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka 

bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan 

saudara perempuan”. 63 

  

 
63 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam.” KHI BAB III 

Besarnya Bagian Pasal 181-182.hlm.42. 
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BAB III 

MEDIASI PERKARA WARIS OLEH MEDIATOR HAKIM 

DAN NON HAKIM 
 

3.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang 

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M.64 Dulunya 

Pengadilan Agama Semarang dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Hal ini 

dikarenakan pelaksanaan persidangannya dilakukan di surambi masjid. 

Pengadilan Agama Semarang telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum 

muslim di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Indonesia. 

Ajaran agama Islam secara mudah dapat diterima sebagai pedoman 

kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam 

hal peribadatan. Hal ini menjadi penyebab lahirnya Peradilan Agama sebagai 

kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-

kerajaan Islam di Indonesia.  

Dalam perkembangannya, Peradilan Agama sebagai salah satu 

Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan 

berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Kedatangan 

kaum penjajah Belanda ke Indonesia menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam 

satu persatu. Sementara itu dalam dunia hukum, penjajah Belanda dating 

dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik 

 
64 PA Semarang, “Sejarah PA Semarang,” n.d., http://pa-semarang.go.id/tentang-

pengadilan/sejarah-pengadilan. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 18.42 WIB. 
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amputasi. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan Agama meredup 

secara berangsur-angsur.  

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda 

tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi 

dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan 

peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.65 Mr. 

Scholten Van Oud Haarlem adalah Ketua Komisi Penyesuaian Undang-

undang Belanda. Beliau membuat sebuah nota kepada pemerinta Belanda, 

yang isinya adalah untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak 

menyenangkan atau mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran 

terhadap agama orang Indonesia maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya 

agar mereka tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka. 

Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) 

menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam 

menurut ajaran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dia adalah orang yang 

memperkenalkan teori Receptio in Complexu. Teori ini mengajarkan bahwa 

hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam 

Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam 

keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang 

akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan 

 
65 Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB. 
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Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 

Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama 

Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi 

Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 

1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 

Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara 

Juridis Formal keberadan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada 

umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya. 

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk 

mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno 

Pengadilan Agama Semarang, karena arsip -arsip tersebut telah rusak akibat 

beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang 

paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa 

orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang 

perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

setidak-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri 

perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. 

Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, 

beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 

1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan 

dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan 

keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang 
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yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama Ini 

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh 

sebelum dikeluarkannya staatblaad tahun 1882.66  

 

3.2.Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi 

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama 

dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan 

Madura. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi dimulai dari 

penempatan kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung 

Baitul Makmur Purwodadi. Setelah itu, pengadilan pindah di daerah Kauman 

dan dipinjami tanah masjid. Kemudian pindah lagi di Kantor Departemen 

Agama Kabupaten Grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian 

menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogan). Lalu pindah lagi di 

DPRD Kabupaten Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan 

perkembangan Pengadila Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak 

dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya 

UU No. 1 Th. 1974. Pengadilan pindah di Jl. Pemuda/JI. Jendral Sudirman 

dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. 

Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 bulan pebruari tahun 2008 

menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti 

 
66 Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB 
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Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiannya dilakukan di 

Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008. 

Sebelum keluarnya Stbl Nomor: 152 Tahun 1882, sengketa masalah 

perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Islam biasanya diselesaikan 

oleh para ulama yang dilakukan di serambi Masjid. Pada masa Kerajaan, 

ulama yang membantu menyelesaikan masalah perkawinan diangkat sebagai 

sebagai Penghulu. Adanya campur tangan Pemerintahan Kolonial atas 

persoalan Peradilan Agama baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana 

tertuang pada stbl 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh stbl 1835 no. 58 

yang isinya antara lain: 

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa 

satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian 

harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus 

menurut hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusan 

tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari 

keputusan “pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-

pengadilan biasa.” 

Kemudian atas usul dari L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) 

berdasarkan Teori Receptio in complexu yang mengatakan bahwa hokum 

bagi orang Indonesia mengikuti agamanya. Berdasarkan teori tersebut, 

pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-

undangan yang lebih konkrit yakni dalam stbl nomor 152 tahun 1882 tentang 

pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 

Di Purwodadi menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan 

para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi semula berada di 

lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl. 
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Pemuda No 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral 

Sudirman Purwodadi.67  

3.3.Profil Mediator Hakim  

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak akan berjalan tanpa 

adanya seorang mediator. Pada saat pelaksanaan mediasi, hampir semua 

hakim di Pengadilan dapat bertindak sebagai mediator.68 Mediator hakim 

adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis 

dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.69  

Dalam menulis hasil penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

dengan mediator hakim yaitu: Ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Beliau saat ini 

merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang. Saat ini beliau 

merupakan Pembina Utama Madya (IV/d). Berikut riwayat jabatan/pekerjaan 

dari awal bekerja di Pengadilan Agama hingga sekarang:70 

• Staff Pengadilan Agama Biak (01 Maret1992) 

• Staff Pengadilan Agama Biak (01 Juli 1993) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Biak (02 Mei 1995) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Biak (30 Oktober 1995) 

 
67 Pengadilan Agama Purwodadi, “Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi,” n.d., 

http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/sejarah-pa-

purwodadi. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 18.52 WIB. 
68 Qurratul A’yuni, Akhmad Muslih, and Amancik Amancik, “Kewenangan Pengadilan 

Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016,” 

Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2020): 226–38, 

https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13808.hlm.230. 
69 Karmuji, “PERAN DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PERDATA.”hlm.7. 
70 Pengadilan Agama Semarang, “Profil Mediator Hakim Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy..Pdf” 

(Semarang, n.d.). 
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• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Sentani (11 November 1999) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Wonosobo (01 Juni 2002) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Banjarnegara (09 September 

2011) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Purwodadi (01 Februari 

2016) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjungkarang (27 Maret 

2020) 

• Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Semarang (26 Februari 2021) 

 

3.4.Mediator Non Hakim  

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa seorang mediator adalah pihak 

netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses 

perundingan guna mencari cara penyelesaian sengketa tanpa adanya pemutus 

atau pemaksaan dalam sebuah penyelesaian.71 Mediator yang dimaksud disini 

yaitu mediator hakim maupun meditor non hakim yang menjalankan tugasnya 

di Pengadilan. Mediator non-hakim adalah mediator yang diambil dari unsur 

masyarakat di luar pengadilan, selain itu mediator non-hakim harus memiliki 

sertifikat dan mendapat surat keputusan (SK) dari ketua Pengadilan. 

 
71 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.”hlm.3. 
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Dalam menulis hasil penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

dengan mediator non hakim yaitu: Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum. Beliau saat 

ini merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan sekarang menjadi 

moderator non hakim di Pengadilan Agama Purwodadi. Berikut riwayat 

jabatan/pekerjaan dari awal bekerja di Pengadilan Agama hingga sekarang:72 

• CPNS tahun 1981 

• PNS tahun 1982 

• Kasub Gugatan di PA Temanggung 1983 – 1985 

• Kasub Gugatan merangkap kasubag umum 1988 – 1994  

• Panitera muda gugatan/ panitera pengganti 1994 – 2000  

• Juru sita pengganti 1986 – 1995  

• Hakim 2000 – 2021  

• Mediator Non Hakim 08 November 2021 – Sekarang 

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai mediator non hakim, bapak 

Sanwar memulainya dari tanggal 08 November 2021 hingga sekarang. 

Selama beliau menjadi mediator non hakim, beliau membantu mediasi 

perkara waris sebanyak 2 kali.  

 

3.5.Proses Mediasi di Pengadilan Agama  

Dalam melaksanakan mediasi yang terdiri dari seorang mediator 

sebagai pihak penengah yang membantu para pihak yang bersengketa 

 
72 Sanwar, “PROFIL MEDIATOR NON HAKIM Drs. H. SANWAR, S.H.,M.Hum.” 

(Grobogan, 2022). 
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memiliki atuaran atau prosedurnya sendiri dalam pelaksanaannya. Prosedur 

mediasi di Pengadilan Agama  mengacu pada aturan PERMA No 1 Tahun 

200873 dan telah diperbarui dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2016. 

Terdapat beberapa tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama 

Semarang yaitu sebagai berikut:74  

1. Tahap Pra Mediasi 

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau 

kuasa hukumnya, ketua majelis hakim di Pengadilan Agama akan 

menasehati para pihak agar berdamai. Jika tidak ada yang mau berdamai, 

maka ketua majelis hakim akan menjelaskan proses mediasi yang wajib 

dilakukan. Hakim akan menunda proses persidangan paling lama 40 hari 

kerja. Setelah itu pihak yang berperkara memilih mediator dari daftar 

nama-nama mediator di Pengadilan Agama yang telah tersedia. Waktu 

pemilihan mediator paling lama 2 hari kerja. Apabila selama 2 hari belum 

ada pilihan mediator, maka hakim akan menunjuk mediator untuk 

melaksankan tugasnya.  

2. Tahap Proses Mediasi  

Proses mediasi dipandu atau dipimpin oleh seorang mediator. 

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah penunjukkan mediator, 

para pihak menyerahkan resume perkara75 kepada mediator. Proses 

 
73 Talli, “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.” 
74 Pengadilan Agama Semarang, “Pengadilan Agama Semarang,” n.d., https://www.pa-

semarang.go.id/kepaniteraan/mediasi/prosedur-mediasi. Diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 17.36.  
75 Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk 

perkara dan usulan perdamaian.Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”hlm.4. 
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mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja semenjak mediator dipilih 

dan ditetapkan untuk membantu perkara yang sedang terjadi.  

Seorang mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi 

yang wajib dihadiri kedua belah pihak dan disepakati bersama. Mediator 

dapat melakukan kaukus76 apabila diperlukan. Jika salah satu pihak atau 

kuasa hukumnya tidak datang saat pertemuan mediasi selama 2 kali dan 

telah dipanggil secara patut dan sah, maka mediator dapat menyatakan 

bahwa mediasi telah gagal.  

3. Tahap Mencapai Kesepakatan  

Jika mediasi membuahkan hasil kesepakatan, maka diwajibkan 

merumuskan kesepakatan secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua 

belah pihak dan mediator. Jika dalam melaksanakan mediasi salah satu 

atau kedua belah pihak berperkara diwakilkan oleh kuasa hukumnya, 

maka para pihak wajib membuat surat persetujuan kesepakatan secara 

tertulis.  

Kemudian pihak berperkara menghadap kembali kepada hakim 

pada jadwal sidang yang telah ditentukan untuk menyampaikan hasil 

mediasi yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya para pihak dapat 

mengajukan kesepakatan perdamaian yang diperkuat dalam bentuk akta 

perdamaian. Apabila kedua belah pihak tidak menginginkan akta 

 
76 Kaukus adalah kewenangan seorang mediator yang dapat mengadakan pertemuan 

dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.Mahkamah and Republik.hlm.12 
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perdamaian, maka wajib memuat klausula77 pencabutan gugatan atau 

klausula yang menyatakan perkara telah selesai.  

4. Tahap Tidak Mencapai Kesepakatan  

Jika mediasi tidak membuahkan hasil atau kesepakatan, maka 

mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa pelaksanaan pediasi 

telah gagal dan menyampaikannya secara langsung kepada hakim. 

Sidang berlanjut dan hakim terus mengupayakan perdamaian sebelum 

pengucapan putusan.  

 

3.6.Mediasi Perkara Waris Oleh Mediator Hakim  

Pelaksanaan mediasi perkara waris yang dibantu oleh mediator hakim 

berlangsung sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi 

di Pengadilan. Seorang hakim yang dapat menjadi mediator yaitu hakim yang 

tidak sedang menangani perkara yang hendak di mediasikan.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu mediator hakim di PA 

Semarang yaitu Ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Beliau menyatakan bahwa 

selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Semarang yaitu semenjak 26 

Februari 2021 hingga sekarang, beliau baru menangani 3 kasus perkara waris. 

3 kasus tersebut tidak menemukan perdamaian selama proses mediasi. 

Namun pada saat Ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. menjadi mediator hakim di 

PA Tanjung Karang Bandar Lampung , beliau berhasil mendamaikan salah 

satu sengketa waris yang dibantunya. 

 
77 Klausula adalah ketentuan tertentu yang terdapat dalam suatu perjanjian.Kemendikbud, 

“KBBI.”Diakses pada tanggal 6 Agustus 2022 Pukul 15.10. 
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Tahapan dalam proses mediasi perkara waris yang dibantu oleh Dra. Hj. 

Dhohwah, M.Sy. di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut: 

Pertama, seorang mediator memberikan pemahaman tentang peran dan 

fungsi mediator terhadap para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi. 

mediator juga menerangkan tentang hukum waris yang sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila para pihak tidak menyetujui dengan 

aturan bagi waris yang sesuai dengan KHI, maka mediasi berlanjut ke tahap 

selanjutnya.78 

Kedua, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada setiap pihak agar dapat mendengarkan 

permasalahan yang sedang dihadapi dari pihak lainnya secara langsung.  

Ketiga, negosiasi permasalahan. Para pihak mendiskusikan 

permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam tahap ini mediator bertugas 

untuk mencatat setiap kesepemahaman antara kedua belah pihak dan 

menyimpulkan hasil dari proses negosiasi. Dalam negosiasi, seorang 

mediator dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu 

menawarkan penyelesaian sengketa secara win-win solution. Penyelesaian 

sengketa secara win-win solution memberikan solusi yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak dan disepakati bersama walaupun 

tidak sesuai dengan KHI.  

 
78 Pengadilan Agama Semarang, “Tahapan Mediasi Waris Di Pengadilan Agama 

Semarang” (Semarang, n.d.). 
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Keempat, apabila masih tidak ditemukan titik temu perdamaian, maka 

mediator membuat agenda pertemuan terpisah dengan para pihak yang 

bersengketa. Hal ini berarti mediator menggunakan cara kaukus. Hal ini 

dilakukan agar para pihak bisa lebih terbuka dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi.  

Kelima, mediator membuat kesimpulan tentang berjalannya proses 

mediasi dari awal hingga akhir dan menerangkan bahwa seluruh 

permasalahan sudah dibahas.  

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. didapatkan 

kesimpulan mengenai beberapa masalah-masalah yang sering timbul selama 

proses mediasi berlangsung yaitu:79 

1. Mengedepankan sikap keegoisan masing-masing pihak.  

2. Berbedanya pola pikir para pihak dalam pembagian harta waris.  

3. Para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. 

 

3.7.Mediasi Perkara Waris Oleh Mediator Non Hakim  

Pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama yang dibantu 

oleh mediator non hakim hampir sama seperti pelaksanaan mediasi yang 

dibantu oleh mediator hakim. Pelaksanaan mediasi secara keseluruhan sudah 

dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Dalam menulis Penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

 
79 Dhohwah, “Hasil Wawancara Dengan Dra. Hj. Dhohwah M.Sy.,” 2022. Wawancara 

pada tanggal 03 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB. 
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dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu Bapak 

Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum. Beliau menjelaskan pelaksanaan mediasi 

perkara waris yang beliau bantu di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu 

sebagai berikut:80 

Pertama, seorang mediator memberikan pemahaman tentang peran dan 

fungsi mediator terhadap para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi. 

mediator juga menerangkan tentang hukum waris yang sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila para pihak tidak menyetujui dengan 

aturan bagi waris yang sesuai dengan KHI, maka mediasi berlanjut ke tahap 

selanjutnya.81 

Kedua, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada setiap pihak agar dapat mendengarkan 

permasalahan yang sedang dihadapi dari pihak lainnya secara langsung.  

Ketiga, negosiasi permasalahan. Para pihak mendiskusikan 

permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam tahap ini mediator bertugas 

untuk mencatat setiap kesepemahaman antara kedua belah pihak dan 

menyimpulkan hasil dari proses negosiasi. Dalam negosiasi, seorang 

mediator dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu 

menawarkan penyelesaian sengketa secara win-win solution. Penyelesaian 

sengketa secara win-win solution memberikan solusi yang saling 

 
80 Sanwar, “Wawancara Dengan Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum.” (Purwodadi, 2022). 

Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB. 
81 Pengadilan Agama Purwodadi, “Tahapan Mediasi Waris Di Pengadilan Agama 

Purwodadi” (Purwodadi, n.d.). 
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menguntungkan antara kedua belah pihak dan disepakati bersama walaupun 

tidak sesuai dengan KHI.  

Keempat, apabila masih tidak ditemukan titik temu perdamaian, maka 

mediator membuat agenda pertemuan terpisah dengan para pihak yang 

bersengketa. Hal ini berarti mediator menggunakan cara kaukus. Hal ini 

dilakukan agar para pihak bisa lebih terbuka dengan permasalahan yang 

sedang dihadapi.  

Kelima, mediator membuat kesimpulan tentang berjalannya proses 

mediasi dari awal hingga akhir dan menerangkan bahwa seluruh 

permasalahan sudah dibahas.  

Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum. menyatakan bahwa selama menjadi 

mediator di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu semenjak 08 November 2021 

hingga sekarang, beliau baru menangani 2 kasus perkara waris. 2 kasus 

tersebut tidak menemukan perdamaian selama proses mediasi. Untuk 

selanjutnya dilakukan persidangan kembali hingga putusan majelis hakim.  

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum. 

didapatkan kesimpulan mengenai beberapa masalah-masalah yang sering 

timbul selama proses mediasi berlangsung yaitu:82  

 

a. Salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya setelah dipanggil 

mediasi secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi tidak hadir 

tanpa alasan yang sah. 

 
82 Sanwar, “Wawancara Dengan Drs. H. Sanwar, S.H.,MHum.” Wawancara pada tanggal 

31 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB. 
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b. Terkadang hanya hadir dalam pertemuan mediasi di awal saja. Untuk 

pertemuan mediasi selanjutnya tidak pernah hadir.  

c. Ketidak hadiran para pihak yang terjadi secara berulang-ulang 

menyebabkan terganggunya jadawal pertemuan mediasi.  

d. Dalam menghadiri pertemuan mediasi, para pihak tidak mengajukan 

resume perkara yang sedang diperkarakan.  

e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah di 

sepakati tanpa alasan yang sah. 

Dari pernyataan dari bapak Sanwar dapat disimpulkan problem yang 

sering muncul didasari dari ketidak seriusan para pihak yang bersengketa 

dalam melaksanakan mediasi. Salah satu bentuk keberhasilan dalam 

pelaksanaan mediasi adalah mempertemukan kedua belah pihak yang 

berperkara untuk membicarakan perkara yang sedang diperselisihkan dengan 

tujuan perdamaian.  
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BAB IV  

ANALISIS PROBLEMATIKA MEDIASI PERKARA WARIS 

OLEH MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM 
 

4.1. Analisis Peranan Mediator Hakim dan Non Hakim Terhadap 

Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama  

Pengadilan merupakan suatu tempat dimana seseorang berperkara 

mengadukan perkaranya untuk dapat diselesaikan dengan perdamaian dan 

seadil-adilnya. Pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu 

mengupayakan perdamaian dalam setiap perkara yang didaftarkan. Upaya 

perdamaian yang wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan persidangan di 

Pengadilan yaitu mediasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, mediasi 

dibantu oleh seorang mediator dalam pelaksanaannya. 

Dalam menangani perkara waris yang didaftarkan di Pengadilan, 

mediator hakim dan non hakim memiliki cara-cara agar pelaksanaan mediasi 

perkara waris dapat menemukan kesepakatan. Prosedur mediasi perkara waris 

hampir sama dengan prosedur mediasi perkara lainnya yang di daftarkan di 

Pengadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Dalam menjalankan tugasnya dalam membantu proses mediasi perkara 

waris, seorang mediator harus memahami peran dan fungsinya. Peranan 

mediator sangat menentukan keberhasilan suatu proses mediasi.  Seperti yang 

telah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi 
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di Pengadilan, mediator memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam 

pelaksanaan mediasi. Peranan mediator yang kuat dalam pelaksanaan mediasi 

dapat mengurangi problem atau masalah yang sering muncul. Peranan 

mediator yang baik selama melaksanakan proses mediasi perkara waris yaitu: 

1. Mempersiapkan dan membuat kesimpulan atau catatan hasil diskusi.  

Dalam melaksanakan mediasi, seorang mediator baik mediator 

hakim maupun non hakim harus mempersiapkan jadwal pertemuan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator hakim hanya dapat 

melaksanakan mediasi di dalam gedung Pengadilan Agama saja, 

sedangkan mediator non hakim dapat melaksanakan mediasi di luar 

maupun di dalam Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan proses 

mediasi yang diatur dalam Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

prosedur medisi di Pengadilan dimana seorang mediator harus membuat 

jadwal pertemuan yang disepakati bersama dan dilaksanakan di 

Pengadilan. Dalam hal mempersiapkan proses pelaksanaan mediasi, 

seorang mediator akan mendapatkan resume yang berisi tentang duduk 

perkara yang sedang diperebutkan dari kedua belah pihak. 

Mediator hakim maupun non hakim wajib membuat kesimpulan 

tentang hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Hasil dari mediasi bisa 

mendapatkan hasil kesepakatan maupun tidak ada kesepakatan. Semua 

harus dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.  

2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari kedua belah pihak.  
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Dalam proses mediasi, seorang mediator baik mediator hakim 

maupun non hakim juga dapat membuat aturan pelaksanaan mediasi 

bersama para pihak. Hal ini dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti perkelahian dan lain sebagainya selama proses 

mediasi berlangsung.  

Mediator hakim dan mediator non hakim pertama-tama akan 

memberikan pemahaman terkait hukum waris yang sesuai dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini wajib diberitahukan kepada para 

pihak yang bersengketa agar mereka dapat memahami dan mengerti 

adanya aturan yang telah ditetapkan tentang hukum waris. Bila tidak ada 

itikad baik untuk berdamai dengan membagi harta waris sesuai dengan 

KHI, maka mediator hakim maupun non hakim akan menawarkan cara 

lain untuk mendamaikan kedua belah pihak. Cara kedua yaitu win-win 

solution. Cara ini tidak merujuk pada hukum yang ada seperti KHI, tetapi 

bisa juga atas dasar keinginan dari kedua belah pihak dan saling sepakat 

antara satu sama lain.  

3. Membantu memberikan pengertian tentang waris sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada para pihak bahwa perselisihan 

atau sengketa bukanlah hal yang baik dan harus segera diselesaikan.  

Mediator dalam menjalankan tugasnya harus selalu memberikan 

pengertian tentang baiknya perdamaian, bahwa pertikaian itu tidak baik 

dan tidak mendatangkan manfaat. Mediator dalam menjalankan proses 
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mediasi dapat meminta para pihak merundingkan permasalahannya dan 

usulan-usulan untuk berdamai. 

Apabila dalam pelaksanaan mediasi pihak penggugat tidak 

beritikad baik terhadap pelaksanaan mediasi, maka mediator dapat 

melaporkannya kepada hakim dan hakim akan menolak perkara tersebut. 

Hal ini berarti pihak penggugat telah kalah dan pihak penggugat wajib 

membayar biaya mediasi.  

4. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaikan yang baik.  

Jika tidak ditemui kesepakatan antara kedua belah pihak tentang 

permasalahannya, maka mediator dapat menyampaikan usulan 

kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Mediator juga 

dapat mengusulkan dengan penyelesaian win-win solution. Bila tidak 

dapat diselesaikan dengan cara win-win solution, maka mediator hakim 

maupun non hakim dapat menggunakan hak kaukus nya. Hak kaukus 

memperbolehkan mediator untuk menemui para pihak satu persatu 

secara bergantian. Hal ini diharapkan agar para pihak dapat lebih leluasa 

dalam menyampaikan permasalahannya.  

5. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif penyelesaian 

masalah yang terbaik. 

Mediator akan membantu para pihak untuk menelusuri dan 

menggali kepentingan Para Pihak. Selain itu juga dapat diusulkan pilihan 

penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak dan bekerja 

sama untuk mencapai suatu penyelesaian.  
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Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator 

wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat 

ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban 

umum, dan/atau tindakan kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau 

sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. 

Peranan mediator seperti yang dijelaskan di atas dapat berjalan dengan 

optimal apabila kedua belah pihak yang bersengketa mau menghadiri 

pelaksanaan mediasi hingga selesai. Kunci penting bagi awal keberhasilan 

dalam pelaksanaan mediasi yaitu bila dapat menghadirkan kedua belah pihak 

dalam satu tempat.  

Jadi metode yang digunakan oleh mediator hakim dan mediator non 

hakim dalam menangani mediasi perkara waris sama, yaitu sama-sama 

menggunakan aturan waris yang ada dalam KHI, kemudian ketika masih 

belum menemukan titik temu, maka dilanjut dengan metode win-win solution. 

Jika setelah itu masih belum menemukan titik damai, maka mediator 

melakukan pertemuan secara terpisah dengan para pihak yang biasa disebut 

kaukus. Jika berhasil maka dibuatlah akta perdamaian dan jka tidak berhasil 

maka sidang dilanjutkan. Mediator akan membuat kesimpulan mengenai hasil 

mediasi yang dinyatakan gagal dan disampaikan ke hakim. 
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4.2. Analisis Problematika yang Dihadapi Oleh Mediator Hakim dan 

Mediator Non Hakim 

Dengan adanya peran yang sangat penting bagi seorang mediator 

selama pelaksanaan mediasi, mediator hakim dan mediator non hakim sering 

mengalami hambatan atau masalah yang dihadapi selama proses pelaksanaan 

mediasi. Problem yang dihadapi antara mediator hakim dan mediator non 

hakim sedikit berbeda. Berikut penulis jelaskan perbedaan yang dihadapi dari 

mediator hakim dan non hakim yaitu:  

1. Mediator Hakim  

 Setelah membantu beberapa perkara waris dalam mediasi, 

mediator hakim sering menghadapi berbagai macam problem. Problem 

yang sering dihadapi yaitu: pertama, mediator hakim sering melihat 

pihak yang berperkara masih mengedepankan sikap keegoisannya. Bila 

menghadapi pihak perkara yang seperti ini, maka mediator hakim akan 

menjelaskan tentang mediasi secara sabar dan pelan agar para pihak mau 

mendengarkan serta dapat memahami dan mencerna perkataan mediator 

hakim. Mediator hakim juga menjelaskan tentang pentingnya adanya 

perdamaian, manfaat yang dirasakan bila telah berdamai dan lain 

sebagainya.  

Kedua, perbedaan pola pikir antar pihak yang berperkara dalam 

mengartikan penyelesaian sengketa yang baik menurut mereka masing-

masing. Dalam hal ini mediator hakim akan membantu menjelaskan 

tentang perkara waris yang dapat diselesaikan melalui aturan hukum 
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yang berlaku yaitu dalam KHI. Apabila ternyata kedua belah pihak masih 

memiliki perbedaan pola pikir, maka proses selanjutnya yaitu melakukan 

negosiasi. Dalam hal ini mediator hakim memberikan waktu secara 

bergantian kepada para pihak untuk membicarakan permasalahan mereka 

masing-masing. Setelah itu mediator hakim akan menyimpulkan hasil 

negosiasi yang telah dilaksanakan. Jika masih belum ada kesepakatan, 

maka selanjutnya adalah menyarankan adanya pembentukan solusi yang 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu biasa disebut 

dengan metode win-win solution. Hal ini sesuai dengan adanya prinsip 

dalam mediasi yaitu prinsip solusi yang unik (a unique solution) yaitu 

solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan 

hukum dan standar legal yang berlaku, tetapi dihasilkan dari proses 

kreativitas kedua belah pihak. Oleh karena itu hasil mediasi biasanya 

mengikuti keinginan dari kedua belah pihak. Dalam metode ini, 

kesepakatan yang dibuat boleh melenceng dari aturan hukum KHI 

dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Aturan dalam metode 

ini berdasarkan musyawarah dari kedua belah pihak yang saling 

bersepakat.  

Ketiga, para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. 

Problem seperti ini dapat dirasakan oleh mediator hakim dari awal 

mediasi hingga akhir. Biasanya para pihak yang bersengketa selalu 

menolak adanya cara-cara yang ditawarkan mediator hakim untuk 

menempuh sebuah kesepakatan perdamaian. Para pihak juga biasanya 
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memiliki sifat egois dan bersikeras pada pendiriannya. Bila seperti ini, 

mediator hakim akan terus berusaha untuk menasehati, namun bila dirasa 

segala permasalahan sudah dibahas dan ternyata para pihak masih tidak 

memiliki itikad untuk berdamai, maka mediator hakim dapat membuat 

kesimpulan bahwa mediasi tidak berhasil.  

Hasil yang diperoleh setelah adanya proses wawancara dengan 

mediator hakim, maka didapat bahwa selama mediator hakim 

melaksanakan tugasnya sebagai mediator, beliau pernah membantu satu 

kasus mengenai perkara waris dan berujung memperoleh kesepakatan 

atau dalam kata lain berdamai. Metode yang digunakan untuk 

mendamaikan yaitu dengan cara win-win solution.  

 

2. Mediator Non Hakim  

Peranan mediator non hakim dalam membantu proses pelaksanaan 

mediasi sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dikarenakan seseorang yang 

dapat menjadi mediator non hakim yaitu seseorang yang mempunyai 

sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam 

menjalankan tugasnya, seorang mediator non hakim sering mengalami 

beberapa problematika. Problem yang sering dihadapi yaitu:  

Pertama, sering terjadinya salah satu pihak ketika diundang untuk 

menghadiri proses mediasi, tidak datang. Hal ini sering terjadi secara 
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berturut-turut. Jika dilihat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 683 

yang menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak dalam kondisi sakit 

yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi dengan 

dilampirkan surak keterangan dokter, sedang berada di dalam 

pengampuan, menetap di luar negeri, sedang menjalankan tugas negara, 

tuntutan profesi atau suatu pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan itu 

merupakan suatu alas an yang sah dan dapat ditoleransi. Namun apabila 

ketidak hadiran para pihak tanpa adanya alasan yang sah, itu berarti 

bahwa para pihak tidak memiliki itikad yang baik untuk melaksanakan 

proses mediasi. Hal ini akan menghambat berjalannya proses mediasi 

yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat 

mengakibatkan gagalnya suatu proses mediasi karena proses mediasi 

wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.  

Ketidak hadiran para pihak yang terjadi secara berulang-ulang 

dapat menyebabkan terganggunya jadwal pertemuan mediasi. Dalam hal 

ini, mediator non hakim akan kewalahan dengan terus membuat jadwal 

pertemuan mediasi yang baru. Hal ini juga dapat mengulur-ulur waktu 

pelaksanaan mediasi yang dibatasi pada 40 hari kerja dan dapat ditambah 

lagi jika diperlukan. 

Kedua, terkadang hanya hadir dalam pertemuan mediasi di awal 

saja. Untuk pertemuan mediasi selanjutnya tidak pernah hadir lagi. 

 
83 Mahkamah and Republik, “PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 

Pengadilan.”hlm.8. 
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Mediator non hakim sering menghadapi permasalahan terkait ketidak 

hadiran para pihak yang bersengketa. Permasalahan ini sering timbul jika 

para pihak yang bersengketa kurang berkomitmen untuk mencapai 

perdamaian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dalam mediasi yaitu 

prinsip sukarela. Dimana dalam prinsip sukarela dijelaskan bahwa 

seseorang akan bekerja sama dengan baik untuk menemukan jalan keluar 

dari persengketaan yang sedang mereka hadapi apabila mereka datang ke 

tempat pertemuan mereka atas kemauan mereka sendiri. Jadi para pihak 

tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan persengketaan mereka 

yang berakibat akan diteruskannya perkara waris di persidangan.  

Ketiga, dalam menghadiri pertemuan mediasi, para pihak tidak 

mengajukan resume perkara waris yang sedang diperkarakan. Hal ini 

menyebabkan seorang mediator non hakim menjadi tidak mengetahui 

duduk perkara yang sedang disengketakan. Ini juga menyebabkan 

terhambatnya tugas seorang mediator yang mana peran mediator salah 

satunya yaitu untuk merumuskan titik temu atau kesepakatan dari kedua 

belah pihak. Mediator non hakim akan tetap melaksanakan proses 

mediasi setelah adanya resume perkara yang sedang dihadapi.  

Keempat, para pihak tidak menandatangani konsep kesepakatan 

perdamaian yang telah di sepakati tanpa alasan yang sah. Permasalahan 

ini biasa terjadi apabila salah satu pihak masih merasa belum bisa 

menyepakati kesepakatan perdamaian tersebut. Maka akan dilakukan 
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proses mediasi kembali dengan meminta perpanjangan waktu sesuai 

dengan yang telah ditentukan hingga membuahkan hasil.  

Kelima, mengedepankan sikap keegoisan masing-masing pihak. 

Permasalahan seperti ini juga sering dihadapi oleh mediator hakim. Peran 

mediator dalam menangani para pihak yang memiliki sifat seperti ini 

sangat diperlukan. Mediator non hakim akan menasehati para pihak, 

kemudian menjelaskan tentang baiknya jika berdamai. Mediator non 

hakim juga akan menjelaskan peranan dan fungsinya dalam pelaksanaan 

mediasi perkara waris yang sedang ditangani. Mediator non hakim akan 

menjelaskan tentang hukum waris yang sesuai dengan aturan KHI. 

Biasanya para pihak masih bersikap egois. Maka saran penyelesaian 

selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan yang saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak boleh membuat 

kesepakatan apapun asalkan keduanya saling sepakat. Dalam pembuatan 

kesepakatan seperti ini, mediator non hakim juga harus mencatat 

kesepakatannya. Hal ini bertujuan agar kesepakatan tersebut bisa 

disimpulkan dan menjadi hasil di akhir nanti. Hal ini juga untuk 

mengurangi adanya kesepakatan yang tidak berlebihan yaitu 

menghindari adanya tindakan kriminal atau kekerasan.  

Keenam, berbedanya pola pikir para pihak dalam pembagian harta 

waris. Dalam masalah seperti ini, mediator non hakim akan memberikan 

solusi yaitu melakukan negosiasi. Mediator hakim akan memandu 

berlangsungnya proses negosiasi dan mencatat hasil dari proses 
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negosiasinya. Pelaksanaan seperti ini sesuai dengan adanya prinsip 

dalam mediasi yaitu prinsip pemberdayaan. prinsip ini dibangun atas 

dasar asumsi bahwa seseorang yang berkeinginan datang ke tempat 

mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan dapat 

mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Hal ini dapat disimpulkan 

jika setiap solusi atau jalur penyelesaian masalah sebaiknya tidak 

dipaksakan dari pihak luar melainkan dari kedua belah pihak yang 

bersengketa. Oleh karena itu hasil mediasi biasanya mengikuti keinginan 

dari kedua belah pihak.  

Ketujuh, para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. 

Permasalahan seperti ini sering berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan yang sering dihadapi oleh mediator non hakim di atas. 

Dengan tidak adanya itikad baik untuk berdamai mengakibatkan para 

pihak tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi. terkadang juga hadir sekali 

di awal pertemuan, namun tidak datang lagi untuk pertemuan 

selanjutnya. Jika hadir, maka mereka cenderung memiliki sikap egois. 

Bersikeras pada pilihan mereka masing-masing. Mediator non hakim 

harus selalu mengupayakan perdamaian dalam segala situasi dan kondisi. 

Namun bila terus saja tidak adanya itikad untuk berdamai, maka mediasi 

dapat disimpulkan gagal.  

Jadi problem yang sering dihadapi oleh mediator non hakim yaitu 

karena ketidak hadiran dari kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini 

membuat pelaksanaan mediasi bisa dianggap gagal. Persepsi ini diambil 
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dari tidak hadirnya para pihak dalam proses mediasi berarti mereka tidak 

memiliki itikad baik untuk berdamai. Mediator non hakim juga tidak 

dapat menasehati para pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan 

mediasi. Oleh karena itu, permasalahan seperti ini biasanya 

mengakibatkan gagalnya proses mediasi.  

Dari penjelasan mengenai problematika yang dihadapi oleh mediator 

hakim dan mediator non hakim di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

problem yang dihadapi mediator hakim masih seputar tetang keegoisan para 

pihak, perbedaan pola pikir para pihak dan para pihak yang tidak memiliki 

itikad baik untuk berdamai. Sedangkan mediator non hakim juga memiliki 

problem yang sama dengan mediator hakim, namun terdapat problem lainnya 

yaitu tentang kehadiran para pihak yang berperkara.  

Mediator hakim tidak memiliki problem mengenai kehadiran para 

pihak. Hal ini dikarenakan biasanya setelah sidang kedua dan ditunda untuk 

proses mediasi, hakim perkara langsung menyarankan para pihak untuk 

memasuki ruang mediasi dahulu. Hal ini meminimalisir terjadinya para pihak 

yang tidak hadir dalam mediasi. Hal ini juga menjadikan prosentase 

keberhasilan mediasi dengan mediator hakim menjadi lebih tinggi mencapai 

perdamaian.  

Mediator non hakim memiliki problem yang sama dengan mediator 

hakim. Namun, mediator non hakim memiliki lebih banyak dari pada 

mediator hakim. Salah satu yaitu mengenai kehadiran para pihak. Mediator 
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non hakim sering mengalami banyak masalah terkait ketidak hadiran para 

pihak yang bersengketa. Ketidak hadiran para pihak yang bersengketa 

menyebabkan hasil mediasi sering menuai kegagalan. Jika para pihak tidak 

datang, maka mediator non hakim tidak bisa menasehati para pihak yang 

bersengketa. Hal ini menyebabkan prosentase yang kecil dalam memperoleh 

hasil perdamaian.   
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama menganut pada 

penetapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan mediasi 

perkara waris yaitu Pertama, seorang mediator hakim atau non 

hakim memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi mediator 

terhadap para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi. 

Mediator hakim atau non hakim juga menerangkan tentang hukum 

waris yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila 

para pihak tidak menyetujui dengan aturan bagi waris yang sesuai 

dengan KHI, maka mediasi berlanjut ke tahap selanjutnya. Kedua, 

setiap pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan pada setiap pihak agar 

dapat mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi dari 

pihak lainnya secara langsung. Ketiga, negosiasi permasalahan. 

Para pihak mendiskusikan permasalahan yang sedang mereka 

hadapi. Dalam tahap ini mediator bertugas untuk mencatat setiap 
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kesepemahaman antara kedua belah pihak dan menyimpulkan hasil 

dari proses negosiasi. Dalam negosiasi, seorang mediator dapat 

memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu menawarkan 

penyelesaian sengketa secara win-win solution. Penyelesaian 

sengketa secara win-win solution memberikan solusi yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak dan disepakati bersama 

walaupun tidak sesuai dengan KHI. Keempat, apabila masih tidak 

ditemukan titik temu perdamaian, maka mediator membuat agenda 

pertemuan terpisah dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini 

berarti mediator menggunakan cara kaukus. Hal ini dilakukan agar 

para pihak bisa lebih terbuka dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi. Kelima, mediator membuat kesimpulan tentang 

berjalannya proses mediasi dari awal hingga akhir dan 

menerangkan bahwa seluruh permasalahan sudah dibahas. 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses mediasi sudah sesuai 

dengan peraturan mahkamah agung yang berlaku. Mediator hakim 

maupun non hakim telah memiliki peran dan fungsinya masing-

masing dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini juga telah diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung.  

5.1.2. Problem yang dihadapi oleh mediator selama proses pelaksanaan 

mediasi perkara waris yaitu: 

1. Problematika Mediator hakim: 

a. Mengedepankan sikap keegoisan masing-masing pihak.  
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b. Berbedanya pola pikir para pihak dalam pembagian harta 

waris. 

c. Para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. 

Masalah-masalah yang dihadapi masih berdasarkan pada 

pemikiran para pihak yang bersengketa. Sikap egois dan tidak 

mau mengalah serta perbedaan sudut pandang menjadikan 

timbulnya perkara waris. Solusinya yaitu mediator hakim harus 

memberikan nasehat tentang baiknya perdamaian, pengertian 

tentang hukum waris yang diatur dalam KHI serta metode-

metode penyelesaian sengketa perkara waris lainnya yang dapat 

digunakan dalam menangani masalah perkara waris. Mediator 

hakim juga harus selalu berusaha mengupayakan perdamaian 

atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara 

waris di Pengadilan Agama.  

2. Problematika Mediator non hakim: 

a. Salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya 

setelah dipanggil mediasi secara berturut-turut dalam 

pertemuan mediasi tidak hadir tanpa alasan yang sah. 

b. Terkadang Hanya hadir dalam pertemuan mediasi di awal 

saja. Untuk pertemuan mediasi selanjutnya tidak pernah 

hadir.  



69 
 

c. Ketidak hadiran para pihak yang terjadi secara berulang-

ulang menyebabkan terganggunya jadawal pertemuan 

mediasi.  

d. Dalam menghadiri pertemuan mediasi, para pihak tidak 

mengajukan resume perkara yang sedang diperkarakan.  

e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang 

telah di sepakati tanpa alasan yang sah. 

Masalah-masalah yang dihadapi muncul akibat dari 

ketidak hadiran dari para pihak yang bersengketa. Solusi yang 

seharusnya diterapkan yaitu lebih memperhatikan dan 

mensosialisasikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan mediasi 

agar para pihak paham dan dapat menghadiri proses 

pelaksanaan mediasi. tujuannya adalah agar mediasi dapat 

berhasil dan memberikan kedamaian bagi para pihak yang 

bersengketa.  

Hasil yang diperoleh dari problematika yang dihadapi mediator 

hakim dan non hakim sama yakni keegoisan para pihak, 

perbedaan pola pikir para pihak tentang harta waris dan para 

pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. Akan tetapi 

mediator non hakim memiliki problem yang lainnya juga yaitu 

ketidak hadiran salah satu atau kedua belah pihak dalam 

pelaksanaan mediasi yang telah dijadwalkan dan tidak 

diberikannya resume kepada mediator. Hal ini mengakibatkan 
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mediasi perkara waris yang dibantu oleh mediator non hakim 

memiliki prosentase yang kecil dalam memperoleh hasil 

perdamaian.  

5.2. Saran 

Setelah selesainya pembahasan yang terdapat dalam kepenulisan 

ini, penulis merasa penelitian ini msih sangat jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, perlu adanya saran yaitu sebagai berikut: 

5.2.1. Ditinjau secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan tinjauan pustaka (literature review) untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan problematika mediasi 

perkara waris.  

5.2.2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan 

ilmu bagi pembaca yang hendak mengetahui tentang problematika 

yang dihadapi seorang mediator dalam menghadapi mediasi 

perkara waris di Pengadilan Agama.  

5.2.3. Bagi tempat penelitian dalam penulisan ini yaitu Pengadilan 

Agama Purwodadi dan Pengadilan Agama Semarang, perlu 

ditingkatkan lagi prosedur-prosedur dalam melaksanakan mediasi 

agar dapat memperoleh keberhasilan dalam mendamaikan pihak 

berperkara.  

5.2.4. Bagi moderator hakim dan non hakim yang membantu pihak 

berperkara dalam bagian waris, agar lebih meningkatkan lagi 

perannya dalam melaksanakan prosedur mediasi.  
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5.2.5. Bagi para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan Agama 

hendaknya selalu memikirkan segala sengketa dengan tujuan 

menimbulkan perdamaian dan mengedepankan itikad baik selama 

melaksanakan proses mediasi.  

5.3. Penutup  

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin. Penulis sangat bersyukur karena 

penelitian mengenai Problematika Mediasi Perkara Waris yang penulis 

susun telah selesai dan memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang 

ada dan telah memperoleh kesimpulannya. Rasa syukur penulis 

sampaikan kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang telah bersedia 

membantu penulis menyelesaikan kepenulisan ini.  

Penulis menyadari penelitian ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

nanti-nantikan. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penelitian ini 

masih terdpat banyak kesalahan baik tulisan maupun perkataanya yang 

kurang huruf atau kurang tanda baca. 

Semoga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran buat penulis dan 

pembaca yang membutuhkan bahan terkait problematika perkara waris. 

Demikian yang dapat enulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf 

dan terimakasih. 
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